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Abstrak
 

Perkawinan merupakan salah satu cara bagi manusia untuk melanjutkan keturunan. Akan tetapi, perkawinan

tidak hanya sekedar suatu hubungan badan, melainkan pula merupakan suatu hubungan perikatan antara

suami dan isteri. Dengan adanya hubungan perjanjian perikatan tersebut, maka perkawinan menimbulkan

segala akibat hukum di dalamnya. Menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 1, suatu perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2)

UU No. 1 Tahun 1974, ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan tersebut harus dicatatkan menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010,

pencatatan perkawinan tidak menjadi faktor yang menentukan keabsahan perkawinan, melainkan sebagai

kewajiban administratif. Meskipun pencatatan perkawinan tidak menjadi faktor yang menentukan keabsahan

perkawinan, tetapi kedudukan pencatatan perkawinan di sini memiliki peranan yang sangat penting untuk

memberikan kejelasan pada peristiwa perkawinan yang terjadi. Selain itu, pencatatan perkawinan tersebut

juga berfungsi sebagai alat pembuktian yang sempurna di hadapan pengadilan. Undang-undang kita

memungkinkan dilakukan pembatalan perkawinan dengan alasan-alasan tertentu. Berdasarkan Pasal 22 UU

No. 1 Tahun 1974, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat

untuk melangsungkan perkawinan. Pada penelitian ini, Penulis hendak meneliti apakah perkawinan yang

tidak dicatatkan dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan pembatalan perkawinan. Adapun metode

penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif dengan jenis data sekunder. Jenis data sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer, yaitu KUH Perdata, UU Perkawinan, dan

beberapa peraturan perundang-undangan terkait; dan bahan hukum sekunder, yaitu bukubuku hukum, serta

jurnal ilmiah.

......Marriage is one way for humans to continue their offspring. However, marriage is not just a physical

relationship, but also an engagement relationship between husband and wife. With the engagement

agreement, the marriage has all the legal consequences in it. According to article 2 paragraph (1) of Law no.

1, a marriage is valid if it is carried out according to the laws of their respective religions and beliefs. Then,

in Article 2 paragraph (2) of Law no. 1 of 1974, it is determined that each of these marriages must be

registered in accordance with the applicable laws and regulations. According to the Constitutional Court

Decision No. 46/PUU-VIII/2010, marriage registration is not a factor that determines the validity of a

marriage, but as an administrative obligation. Although marriage registration is not a factor that determines

the validity of a marriage, marriage registration has a very important role in determining a marriage event

that occurs. In addition, the registration of the marriage also serves as a perfect means of proof before the

court. Our law supports marriage for certain reasons. Based on Article 22 of Law no. 1 of 1974, a marriage
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can be annulled if the parties do not meet the requirements to enter into a marriage. In this study, the author

wants to examine whether unregistered marriages can be used as the basis for submitting a marriage

application. The research method used is juridical-normative with secondary data types. The types of

secondary data used in this study are primary legal materials, namely the Civil Code, Marriage Law, and

several related laws and regulations; and secondary legal materials, namely books

law, and scientific journals.


